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BUPATI BANGKA TENGAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 

NOMOR  2  TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 
dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021; 

 
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan 

Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021, 
dilakukan penyesuaian sehingga perlu dicabut dan diganti 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 
2021; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000       
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5495); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019       
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah   
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5864); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara            
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 
tertinggal, dan transmigrasi. 

4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa 

yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai 
pemimpin Pemerintah Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan 

sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi 
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster 

jurnlah penduduk. 
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13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 

yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 

indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 
setiap kabupaten. 

16. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Desa. 

19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat 

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia 

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 
pengeluaran negara pada bank sentral. 

20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh 

penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. 

21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa 
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk 

membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. 
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 

selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut 

RKP Desa merupakan penjabaran dari dokumen rencana 
pembangunan jangka menengah Desa yang memuat 
rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 
25. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM 

adalah upaya pemerintah mengentaskan Desa Tertinggal 
dan meningkatkan Desa mandiri serta menyediakan data 
dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. 
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26. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut 

IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 

transportasi, dan komunikasi. 
27. Sustainable Development Goals, yang selanjutnya disebut 

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan 
yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan 
Dana Desa. 

28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber 
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang 
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 
kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami 
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan 
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 

bentuknya. 
30. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat 

BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 

miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). 

 
 

 
BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 2 

 
Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 
2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 

b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

 
 

Paragraf 1 
Alokasi Dasar 

 

Pasal 3 
 

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam        

Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima 
persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata. 
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Paragraf 2 

Alokasi Afirmasi 
 

Pasal 4 

 
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari 

anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada 
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi. 
 

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 
Pengalokasian Dana Desa. 

 
 

Paragraf 3 
Alokasi Kinerja 

 

Pasal 5 
 

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2              
huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana 
Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

 
 

Pasal 6 

 
Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian 
kinerja terbaik. 

 
 

 
Pasal 7 

 

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
berdasarkan indikator penilaian: 
a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi 

Afirmasi; dan 
b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel: 

1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh 
persen); 

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh 

persen); 
3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%           

(dua puluh lima persen); dan 
4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%       

(tiga puluh lima persen). 
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Paragraf 4 

Alokasi Formula 
 

Pasal 8 

 
Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari 

anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh 
persen); 

c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh        

persen); dan 
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh 

persen). 

 
 

Pasal 9 
 

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, dihitung dengan bobot dan data 
penghitungan: 

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 
b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan; 
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan 
geografis. 

 

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * 
Z4)} * AF Kab/Kota 

 
Keterangan: 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa. 
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa Kabupaten Bangka Tengah. 
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten 
Bangka Tengah. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 
wilayah Desa Kabupaten Bangka Tengah. 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Kabupaten Bangka Tengah. 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bangka Tengah. 

 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing- masing 

ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG 
Desa. 
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Bagian Kedua 

Penetapan 
 

Pasal 10 

 
Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah 
Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

Bagian Ketiga 

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran 
 

Paragraf 1 

Tahapan Penyaluran 
 

Pasal 11 
 

Penyaluran Dana Desa diajukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa, dengan rincian:  
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat 
bulan Januari; dan  

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 

sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari 
untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan 

berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan 
kelima. 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa, dengan rincian:  
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 
bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
cepat bulan Maret; dan  

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam 
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni 
untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing 

bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan 
bulan kesepuluh. 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa, dengan rincian:  
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat 

bulan Juni; dan 
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan  kesebelas 

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 

November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir 
bulan November bulan kedua belas. 
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Paragraf 2 

Persyaratan Penyaluran 
 

Pasal 12 

 
(1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran Dana Desa kepada Bupati, secara lengkap dan 

benar dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; 

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 

2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan 

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 
b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 
Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 

penerima manfaat BLT Desa; dan 
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Desa; dan 

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 
Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan 
kepala KPPN yang berasal dari: 

a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 

kepala Desa ke RKUD; dan 
b. sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2019. 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-

rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% 
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang 
telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 
tahun anggaran sebelumnya. 
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(2) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk berstatus Desa 

Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan 
b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahu anggaran sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 
Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 

penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 

penerima manfaat BLT Desa; dan 
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Perrıerintah 
Daerah dan Pemerintah Desa. 

 

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selama 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II 
Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan 

berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat 
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per 

bulannya. 
 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 

keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 
 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, 
cara pengadaan, dan capaıan keluaran. 

 
(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala 
Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi 
kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 
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(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (6), mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Dalam Negeri. 

 
 

Pasal 13 

 
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12   

ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga 
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk 

BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan 
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 

bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah 
Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 

Bupati. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing 
bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada Bupati. 
 

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing- 

masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. 

 
(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember. 
 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh 
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 

bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 

berkenaan. 
 

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b 

angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu 
ketiga bulan Desember. 
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(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan      
ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 
 

Pasal 14 
 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa 
berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketujuh, Kepala Desa memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12      

ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga 

penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk 

BLT Desa bulan kesatu; dan 
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 

bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah 

kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 

Bupati. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-
masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. 
 

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat 

minggu ketiga bulan Desember. 
 

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh 
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 

bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 
berkenaan. 

 
(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b 
angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 

Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu 
ketiga bulan Desember. 

 
(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

PENGGUNAAN DANA DESA 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 15 

 
(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan 

ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. 
 

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, 
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor 
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui 

BUM Desa. 
 

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berupa pengembangan Desa digital, Desa 
wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, 

ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas 
kesehatan. 

 
(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2), berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam 

penggunaan Dana Desa. 
 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka 
menanggulangi dampak pandemi Covid-2019. 

 
(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri yang 

mengatur mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana 

Desa. 
 
 

Pasal 16 
 

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 

kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. keluarga miskin atas tidak mampu yang berdomisili di 
Desa bersangkutan; dan 

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan 
sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah 

lainnya. 
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(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, 
BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian 
pupuk. 

 
(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan 

dengan peraturan Kepala Desa. 
 

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan 
data terpadu kesejabteraan sosial dari Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial. 
 

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per 

keluarga penerima manfaat. 
 

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada       

ayat (6), dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai 
bulan Januari. 

 
(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 

dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)   
huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas 
selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya 

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 
Desa setiap bulan. 

 
(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 

dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a 
dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk 

BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan 
pemulihan ekonomi lainnya di Desa. 
 

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa 
menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak 

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa. 
 

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisıne pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan 
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dîlaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. 
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Pasal 17 

 
(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknîs yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 

diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber 

daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 

setempat. 
 
 

Pasal 18 
 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (1) setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 
 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa 
untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi. 
 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APB Desa. 

 

 
Bagian Kedua 

Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa 
 

Pasal 19 

 
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa. 
 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam 

program dan/atau kegiatan perencanaan pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 

 
(3) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan 

prinsip: 
a. kemanusiaan; 
b. keadilan; 

c. kebhinekaan; 
d. keseimbangan alam; dan 

e. kepentingan nasional. 
 
 

 
 
 

 
 

 



17 
 

 
(4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rangka 
pencapaian SDGs Desa melalui: 
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 
c. adaptasi kebiasaan baru Desa. 

 

 
Bagian Ketiga 

Prioritas Pencapaian SDGs Desa 
 

Pasal 20 

 
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (3) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian 
SDGs Desa yakni: 

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUM 
Desa/BUM Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi 
Desa merata; 

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa 
berenergi bersih dan terbarukan; dan 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang 
diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa bersama 
untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar 

lingkungan. 
 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional 

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (3) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian 

SDGs Desa, yakni: 
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 
pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi 
Desa merata; 

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di 

Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan  
d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan 

perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta 
mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya 
Desa adaptif. 

 
(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)   

huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, yakni: 
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa 

aman Covid-19; dan 
b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui bantuan 

langsung tunai Dana Desa. 
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(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
Bagian Keempat 
Pendampingan 

 
Pasal 21 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan 

kepada Pemerintah Desa atas penggunaan Dana Desa 

sesuai kewenangan Desa. 
 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibebankan pada APBD. 
 

 
 

BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
 

Bagian Kesatu 
Penetapan 

 

Pasal 22 
 

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan 

disepakati melalui Musyawarah Desa. 
 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan 
Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.  

 
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi 

pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan 
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa. 
 

(4) Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



19 
 

 
Bagian Kedua 

Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan 
 

Pasal 23 

 
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), 

dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan 
sumber daya lokal Desa. 

 
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa. 

 
(3) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dialokasikan untuk upah pekerja paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat 
karya tunai Desa. 

 
(4) Dana Desa digunakan untuk mendanai pengembangan 

kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh 

Desa atau badan kerja sama antarDesa. 
 

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antarDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 24 

 
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat 
dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau 
kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Desa 
dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau 
kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 
Pasal 25 

 
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

 
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 

mengenai APB Desa. 
 
 

 
 

 



20 
 

 
Bagian Ketiga 

Partisipasi 
 

Pasal 26 

 
(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas 

penggunaan Dana Desa. 

 
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan dengan cara: 
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas 

penggunaan Dana Desa; 

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; 
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 

d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan    
Dana Desa. 

 
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan 

masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana 

Desa. 
 

 
Bagian Keempat 

RKP Desa 

 
Pasal 27 

 

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP 
Desa. 

 
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan: 

a. data yang disediakan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa; 

dan 
b. aspirasi masyarakat Desa. 
 

(3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman 
dalam penyusunan APB Desa. 

 
 

 
BAB V 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

 
Bagian Kesatu 

Publikasi 
 

Pasal 28 

 
(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan 

prioritas penggunaan Dana Desa. 
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(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. hasil Musyawarah Desa; dan  
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas 

penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. 
 

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi 
kegiatan, dan besaran anggaran. 

 
 

Pasal 29 

 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan 

di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. 

 
(2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 

dilakukan secara swakelola dan partisipatif. 
 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan 

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), BPD 

menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis. 
 
 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

 

Pasal 30 
 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas 
penggunaan dana Desa kepada Menteri melalui 
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. 

 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem 

informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

 
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa 
ditetapkan. 

 

 
Pasal 31 

 
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan 

prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. 
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(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat: 
a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas 

penggunaan Dana Desa; dan 
b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa. 
 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan 

aplikasi daring berbasis elektronik melalui sistem informasi 
pembangunan Desa. 
 

(4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi 
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan 
soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa 

kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

 
(5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal 32 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian keluaran (output) Dana Desa setiap tahap 

penyaluran. 
 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 

a. tahap I berupa peraturan Desa megenai APB Desa dari 
Kepala Desa; 

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran (output) Dana Desa Tahun anggaran 
sebelumnya dari Kepala Desa; dan 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran (output) Dana Desa sampai dengan 

tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi 
pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sabelumnya. 

 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat 
tanggal 7 (tujuh) Februari tahun anggaran berjalan. 

 
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output)  

Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 
(tujuh) pada tahun anggaran berjalan. 
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(5) Dalam hal pemutakhiran capaian keluaran (output) setelah 

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat 
menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran (output) 
kepada Bupati. 
 

(6) Bentuk laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 

pedoman pengalokasian Dana Desa Tahun 2021 beserta 
peraturan perubahan dan peraturan teknis lainnya. 

 

 
 

BAB VI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 33 
 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 
b. capaian keluaran Dana Desa. 

 
(2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala 
Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD. 
 

(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian 
keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data 
dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam 
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan 

anggaran negara. 
 

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, 
Bupati dapat meminta aparat pengawas internal Pemerintah 
Daerah untuk melakukan pemeriksaan. 

 
 

 
BAB VII 
SANKSI 

 
Pasal 34 

 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, 

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap II Tahun Anggaran 2021. 
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(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa setiap tahapan. 
 

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah 

insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 

cukup anggaran setiap bulannya. 
 

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam 
peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

 
(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi 

pemotongan sebagaimana dimahsud pada ayat (l), pada 
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online monitoring 

sistem perbendaharaan dan anggaran negara. 
 
 

PasaÎ 35 
 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 

selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap II Tahun Anggaran 2022. 
 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikecualîkan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 

insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria. 

 
(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam 

peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

 
(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan 

dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa 
tahap II pada Tahun Anggaran 2022. 
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BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 36 

 
(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan 

Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 
dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. 

 
(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD 

paling lambat tanggal 30 April 2021. 
 

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan 
KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa 

dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan 
dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. 
 

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN 

paling lambat tanggal 31 Mei 2021. 
 
 

Pasal 37 
 

Ketentuan mengenai: 

a. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke 
setiap Desa; 

b. format daftar; 
c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa; 

d. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 
e. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 

anggaran sebelumnya; 
f. format surat pengantar; 
g. format lembar konfirmasi penerimaan; dan 

h. format berita acara konfirrrıasi dan rekonsiliasi, 
berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 38 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian            

dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten            
Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 974), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 39 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 

 
Ditetapkan di Koba 
pada tanggal  7 Januari  2021 

 
 BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

 
ttd/dto 

 
 YULIYANTO SATIN 

 

 
Diundangkan di Koba 

pada tanggal  7  Januari  2021 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
 

ttd/dto 
 

SUGIANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  977 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 

 

 

AFRIZAL, SH 
PEMBINA 
NIP. 19810411 200501 1 006 
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Lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah 

Nomor  :  2 Tahun 2021 
Tanggal :  7 Januari 2021 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya                                                                                                                                                          
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 

 

 

AFRIZAL, SH                     
PEMBINA 
NIP. 19810411 200501 1 006 

(rupiah)

Jumlah Penduduk
Rasio Jumlah 

Penduduk
Bobot

Jumlah Penduduk 

Miskin

Rasio Jumlah 

Penduduk Miskin
Bobot Luas Wilayah

Rasio Luas 

Wilayah
Bobot

Indeks Kesulitan 

Geografis

Rasio Indeks 

Kesulitan Geografis
Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) = (15)+(18)+(21)+(24) (26) (27) = (5)+(8)+(12)+(26)

1 Koba Nibung 4 721.575.000                 MAJU 7 -                                49 48,6667595 43 -                                        5.171 0,034640764 0,003464076 226 0,073115497 0,029246199 86 0,041793776 0,008358755 30 0,015994688 0,004798406 0,045867436 876.496.000                        1.598.071.000                                               

2 Koba Kurau (Timur) 3 641.574.000                 MAJU 2 -                                50 49,8780578 30 -                                        3.010 0,020164127 0,002016413 22 0,007117438 0,002846975 15 0,007367077 0,001473415 36 0,019019304 0,005705791 0,012042594 230.126.000                        871.700.000                                                   

3 Koba Guntung 3 641.574.000                 BERKEMBANG 5 -                                48 48,1546547 48 -                                        1.185 0,007938369 0,000793837 94 0,03041087 0,012164348 97 0,047462928 0,009492586 37 0,019348674 0,005804602 0,028255373 539.941.000                        1.181.515.000                                               

4 Koba Penyak 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                51 50,9778346 22 -                                        4.227 0,028316865 0,002831686 12 0,003882239 0,001552896 89 0,043277345 0,008655469 29 0,015298949 0,004589685 0,017629736 336.892.000                        978.466.000                                                   

5 Koba Terentang Iii 3 641.574.000                 MAJU 2 -                                47 47,0162848 53 -                                        1.500 0,010048568 0,001004857 31 0,010029117 0,004011647 83 0,040699432 0,008139886 38 0,020078332 0,0060235 0,01917989 366.515.000                        1.008.089.000                                               

6 Koba Kurau Barat 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                51 51,14845 19 -                                        2.096 0,014041199 0,00140412 19 0,006146878 0,002458751 8 0,003677897 0,000735579 39 0,02033885 0,006101655 0,010700106 204.472.000                        846.046.000                                                   

7 Pangkalan Baru Air Mesu 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                52 51,5714922 15 -                                        3.389 0,022703065 0,002270306 4 0,00129408 0,000517632 34 0,016624662 0,003324932 25 0,013389399 0,00401682 0,01012969 193.571.000                        835.145.000                                                   

8 Pangkalan Baru Mangkol 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                47 47,3640406 51 -                                        4.172 0,027948417 0,002794842 6 0,001941119 0,000776448 5 0,002594836 0,000518967 28 0,014906431 0,004471929 0,008562186 163.618.000                        805.192.000                                                   

9 Pangkalan Baru Tanjung Gunung 3 641.574.000                 BERKEMBANG 9 -                                50 49,8318901 31 -                                        3.881 0,025998995 0,0025999 583 0,1886121 0,07544484 12 0,005793253 0,001158651 33 0,01730691 0,005192073 0,084395463 1.612.740.000                    2.254.314.000                                               

10 Pangkalan Baru Benteng 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                47 47,0724854 52 -                                        2.684 0,017980238 0,001798024 24 0,007764478 0,003105791 4 0,002104073 0,000420815 21 0,010884894 0,003265468 0,008590098 164.151.000                        805.725.000                                                   

11 Pangkalan Baru Padang Baru 3 641.574.000                 MAJU 4 -                                51 51,0275846 20 -                                        2.598 0,01740412 0,001740412 70 0,022646393 0,009058557 4 0,001747219 0,000349444 38 0,020088966 0,00602669 0,017175103 328.205.000                        969.779.000                                                   

12 Pangkalan Baru Jeruk 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                52 52,1215938 11 -                                        2.435 0,016312176 0,001631218 15 0,004852798 0,001941119 8 0,00369482 0,000738964 27 0,014039429 0,004211829 0,00852313 162.871.000                        804.445.000                                                   

13 Pangkalan Baru Beluluk 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                50 50,2111454 29 -                                        4.222 0,02828337 0,002828337 6 0,001941119 0,000776448 12 0,005922994 0,001184599 17 0,009178656 0,002753597 0,00754298 144.141.000                        785.715.000                                                   

14 Pangkalan Baru Pedindang 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                49 48,6077782 45 -                                        2.921 0,019567912 0,001956791 1 0,00032352 0,000129408 9 0,004253274 0,000850655 28 0,014740925 0,004422278 0,007359131 140.628.000                        782.202.000                                                   

15 Pangkalan Baru Batu Belubang 3 641.574.000                 MAJU 3 -                                53 53,4210485 4 288.153.000                   3.770 0,025255401 0,00252554 51 0,016499515 0,006599806 7 0,003373286 0,000674657 27 0,014461607 0,004338482 0,014138485 270.177.000                        1.199.904.000                                               

16 Pangkalan Baru Air Mesu Timur 3 641.574.000                 MAJU 2 -                                53 52,525652 8 -                                        2.655 0,017785965 0,001778597 32 0,010352637 0,004141055 9 0,004289713 0,000857943 30 0,015637789 0,004691337 0,01146893 219.163.000                        860.737.000                                                   

17 Pangkalan Baru Kebintik 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                52 52,2100037 10 -                                        1.696 0,011361581 0,001136158 11 0,003558719 0,001423488 2 0,001117818 0,000223564 29 0,015166441 0,004549932 0,007333141 140.131.000                        781.705.000                                                   

18 Sungai Selan Kerantai 2 561.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                52 51,8483654 13 -                                        927 0,006210015 0,000621002 11 0,003558719 0,001423488 46 0,022687889 0,004537578 36 0,019058227 0,005717468 0,012299535 235.036.000                        796.610.000                                                   

19 Sungai Selan Keretak 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                53 53,1426371 6 288.153.000                   2.742 0,018368782 0,001836878 6 0,001941119 0,000776448 39 0,018881032 0,003776206 32 0,016730372 0,005019111 0,011408644 218.011.000                        1.147.738.000                                               

20 Sungai Selan Lampur 3 641.574.000                 MAJU 3 -                                48 48,179438 47 -                                        4.749 0,031813767 0,003181377 42 0,013587836 0,005435134 93 0,045561929 0,009112386 24 0,012525845 0,003757753 0,02148665 410.595.000                        1.052.169.000                                               

21 Sungai Selan Sarang Mandi 3 641.574.000                 MAJU 2 -                                53 53,2514797 5 288.153.000                   2.432 0,016292078 0,001629208 19 0,006146878 0,002458751 41 0,020121795 0,004024359 33 0,017581807 0,005274542 0,01338686 255.814.000                        1.185.541.000                                               

22 Sungai Selan Munggu 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                53 53,49417 3 288.153.000                   2.667 0,017866354 0,001786635 11 0,003558719 0,001423488 61 0,029908301 0,00598166 36 0,019052081 0,005715624 0,014907408 284.870.000                        1.214.597.000                                               

23 Sungai Selan Kemingking 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                51 50,9574943 24 -                                        2.007 0,013444984 0,001344498 24 0,007764478 0,003105791 108 0,052821827 0,010564365 38 0,019962637 0,005988791 0,021003446 401.362.000                        1.042.936.000                                               

24 Sungai Selan Sungai Selan Atas 3 641.574.000                 MAJU 2 -                                48 48,4028102 46 -                                        3.219 0,021564227 0,002156423 33 0,010676157 0,004270463 34 0,016731049 0,00334621 23 0,012134339 0,003640302 0,013413397 256.321.000                        897.895.000                                                   

25 Sungai Selan Tanjung Pura 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                52 52,3296904 9 -                                        1.261 0,008447496 0,00084475 18 0,005823358 0,002329343 105 0,05140595 0,01028119 51 0,026866039 0,008059812 0,021515095 411.139.000                        1.052.713.000                                               

26 Sungai Selan Romadhon 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                46 46,4771922 54 -                                        2.023 0,013552169 0,001355217 17 0,005499838 0,002199935 83 0,040614818 0,008122964 43 0,022855812 0,006856744 0,01853486 354.189.000                        995.763.000                                                   

27 Sungai Selan Kerakas 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                51 50,9796346 21 -                                        1.392 0,009325071 0,000932507 15 0,004852798 0,001941119 71 0,034855411 0,006971082 34 0,017751346 0,005325404 0,015170113 289.891.000                        931.465.000                                                   

28 Sungai Selan Melabun 2 561.574.000                 BERKEMBANG 5 -                                50 49,6165353 36 -                                        907 0,006076034 0,000607603 97 0,03138143 0,012552572 26 0,012530262 0,002506052 34 0,017967886 0,005390366 0,021056594 402.377.000                        963.951.000                                                   

29 Sungai Selan Keretak Atas 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                49 48,6465821 44 -                                        1.849 0,012386535 0,001238653 19 0,006146878 0,002458751 26 0,012623093 0,002524619 34 0,017949881 0,005384964 0,011606987 221.802.000                        863.376.000                                                   

30 Simpang Katis Simpang Katis 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                52 51,5110473 17 -                                        2.865 0,019192765 0,001919277 1 0,00032352 0,000129408 12 0,005798893 0,001159779 19 0,009906348 0,002971904 0,006180367 118.103.000                        759.677.000                                                   

31 Simpang Katis Celuak 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                50 49,5396181 37 -                                        2.103 0,014088092 0,001408809 5 0,001617599 0,00064704 28 0,013825961 0,002765192 35 0,018693983 0,005608195 0,010429236 199.296.000                        840.870.000                                                   

32 Simpang Katis Sungkap 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                49 49,0871251 42 -                                        2.576 0,017256741 0,001725674 32 0,010352637 0,004141055 40 0,019647418 0,003929484 36 0,019112997 0,005733899 0,015530112 296.770.000                        938.344.000                                                   

33 Simpang Katis Beruas 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                49 49,4612095 39 -                                        1.978 0,013250712 0,001325071 16 0,005176318 0,002070527 23 0,011202921 0,002240584 36 0,01918032 0,005754096 0,011390279 217.660.000                        859.234.000                                                   

34 Simpang Katis Puput 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                51 50,6280871 26 -                                        2.442 0,016359069 0,001635907 11 0,003558719 0,001423488 44 0,021644313 0,004328863 33 0,017556879 0,005267064 0,012655321 241.835.000                        883.409.000                                                   

35 Simpang Katis Teru 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                50 49,6380818 35 -                                        2.704 0,018114219 0,001811422 3 0,00097056 0,000388224 79 0,038578436 0,007715687 31 0,016532777 0,004959833 0,014875166 284.254.000                        925.828.000                                                   

36 Simpang Katis Terak 3 641.574.000                 MAJU 3 -                                50 49,7353187 34 -                                        4.923 0,0329794 0,00329794 41 0,013264316 0,005305726 24 0,011812143 0,002362429 35 0,018517986 0,005555396 0,016521491 315.714.000                        957.288.000                                                   

37 Simpang Katis Pasir Garam 3 641.574.000                 BERKEMBANG 5 -                                41 40,8334026 56 -                                        2.503 0,016767711 0,001676771 104 0,033646069 0,013458428 13 0,006114787 0,001222957 36 0,019050813 0,005715244 0,0220734 421.808.000                        1.063.382.000                                               

38 Simpang Katis Katis 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                51 50,965019 23 -                                        1.374 0,009204488 0,000920449 13 0,004205759 0,001682303 6 0,002922011 0,000584402 27 0,014394747 0,004318424 0,007505578 143.426.000                        785.000.000                                                   

39 Simpang Katis Pinang Sebatang 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                51 50,7748905 25 -                                        1.487 0,00996148 0,000996148 11 0,003558719 0,001423488 13 0,006408116 0,001281623 37 0,019601406 0,005880422 0,009581681 183.099.000                        824.673.000                                                   

40 Namang Namang 3 641.574.000                 MAJU 2 -                                52 51,8736625 12 -                                        2.808 0,018810919 0,001881092 19 0,006146878 0,002458751 43 0,021243806 0,004248761 19 0,010185542 0,003055663 0,011644267 222.514.000                        864.088.000                                                   

41 Namang Cambai 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                52 51,5940161 14 -                                        1.627 0,010899347 0,001089935 12 0,003882239 0,001552896 8 0,004039277 0,000807855 31 0,0161619 0,00484857 0,008299256 158.593.000                        800.167.000                                                   

42 Namang Kayu Besi 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                53 53,0386049 7 -                                        1.888 0,012647798 0,00126478 3 0,00097056 0,000388224 7 0,003570719 0,000714144 36 0,019099011 0,005729703 0,008096851 154.725.000                        796.299.000                                                   

43 Namang Jelutung 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                49 49,4833664 38 -                                        2.885 0,019326746 0,001932675 11 0,003558719 0,001423488 30 0,014531079 0,002906216 33 0,017250441 0,005175132 0,01143751 218.563.000                        860.137.000                                                   

44 Namang Belilik 3 641.574.000                 MAJU 6 -                                54 54,2320078 2 288.153.000                   2.449 0,016405962 0,001640596 177 0,057263022 0,022905209 97 0,047361391 0,009472278 40 0,021203639 0,006361092 0,040379175 771.619.000                        1.701.346.000                                               

45 Namang Bhaskara Bhakti 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                47 47,4087307 50 -                                        2.243 0,015025959 0,001502596 26 0,008411517 0,003364607 9 0,004416861 0,000883372 43 0,022507314 0,006752194 0,012502769 238.919.000                        880.493.000                                                   

46 Namang Bukit Kijang 3 641.574.000                 BERKEMBANG 3 -                                45 45,0375735 55 -                                        1.148 0,007690504 0,00076905 44 0,014234875 0,00569395 10 0,004721473 0,000944295 44 0,02327718 0,006983154 0,014390449 274.992.000                        916.566.000                                                   

47 Namang Cambai Selatan 3 641.574.000                 MAJU 1 -                                54 54,3371795 1 288.153.000                   1.476 0,009887791 0,000988779 9 0,002911679 0,001164672 31 0,015344709 0,003068942 33 0,017595967 0,00527879 0,010501183 200.670.000                        1.130.397.000                                               

48 Lubuk Besar Perlang 4 721.575.000                 MAJU 7 -                                50 49,7894266 32 -                                        6.925 0,046390889 0,004639089 269 0,087026852 0,034810741 17 0,008186706 0,001637341 27 0,014489797 0,004346939 0,04543411 868.215.000                        1.589.790.000                                               

49 Lubuk Besar Batu Beriga 3 641.574.000                 BERKEMBANG 2 -                                51 50,5839837 27 -                                        2.203 0,014757997 0,0014758 30 0,009705597 0,003882239 92 0,044896297 0,008979259 48 0,025282431 0,007584729 0,021922027 418.915.000                        1.060.489.000                                               

50 Lubuk Besar Lubuk Besar 4 721.575.000                 MAJU 8 -                                50 49,7784475 33 -                                        6.264 0,04196282 0,004196282 376 0,121643481 0,048657392 14 0,00702862 0,001405724 30 0,015749676 0,004724903 0,058984301 1.127.150.000                    1.848.725.000                                               

51 Lubuk Besar Kulur 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                49 49,320122 41 -                                        2.734 0,01831519 0,001831519 15 0,004852798 0,001941119 4 0,002057414 0,000411483 40 0,021342424 0,006402727 0,010586848 202.307.000                        843.881.000                                                   

52 Lubuk Besar Lubuk Lingkuk 3 641.574.000                 BERKEMBANG 3 -                                49 49,3337439 40 -                                        2.433 0,016298777 0,001629878 43 0,013911356 0,005564542 54 0,026185276 0,005237055 41 0,021805088 0,006541526 0,018973001 362.561.000                        1.004.135.000                                               

53 Lubuk Besar Lubuk Pabrik 3 641.574.000                 BERKEMBANG 6 -                                51 51,2448007 18 -                                        4.858 0,032543962 0,003254396 197 0,06373342 0,025493368 57 0,027668845 0,005533769 34 0,018052666 0,0054158 0,039697333 758.589.000                        1.400.163.000                                               

54 Lubuk Besar Trubus 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                52 51,5413709 16 -                                        1.640 0,010986434 0,001098643 2 0,00064704 0,000258816 57 0,027979097 0,005595819 34 0,017820519 0,005346156 0,012299434 235.034.000                        876.608.000                                                   

55 Lubuk Besar Kulur Ilir 3 641.574.000                 BERKEMBANG 5 -                                50 50,2777743 28 -                                        1.905 0,012761681 0,001276168 97 0,03138143 0,012552572 10 0,004851214 0,000970243 50 0,026550037 0,007965011 0,022763994 435.004.000                        1.076.578.000                                               

56 Lubuk Besar Belimbing 3 641.574.000                 BERKEMBANG 1 -                                48 47,9610597 49 -                                        1.047 0,007013901 0,00070139 5 0,001617599 0,00064704 7 0,003424458 0,000684892 54 0,0287616 0,00862848 0,010661802 203.740.000                        845.314.000                                                   

36.008.147.000            -                                1.728.918.000                149.275,000                 1,000                    10% 3.091,000           1,000                    40% 2.046,216           1,000              20% 1.893,638        1,000                  0,300             1,000                                           19.109.320.000                  56.846.385.000                                             

Selisih

56846385000 JP 10% Alokasi Afirmasi DT 171.591.000                   Klaster JP AD Desa

56.846.385.000            -                                      JPM 40% Alokasi Afirmasi DST 343.183.000                   1                            481.573.000                                                   

36008147000 LW 20% Alokasi Kinerja Per Desa 288.153.000                   2                            561.574.000                                                   

36.008.147.000            -                                      IKG 30% 3                            641.574.000                                                   

-                                      4                            721.575.000                                                   

-                                      -                                      5                            801.576.000                                                   

1728918000

1.728.918.000              -                                      

19109320000

19.109.320.000            -                                      
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